BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    24 A   TAHUN 2008
T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENANGANAN KASUS ANTARA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN DESA DENGAN LEMBAGA OMBUSMAN SWASTA (LOS)
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang sedang mengalami permasalahan hukum dengan Lembaga Ombusman Swasta (LOS), perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Penanganan Kasus Antara Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dengan Lembaga Ombusman Swasta (LOS);



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;




M E M U T U S K A N  :
	Menetapkan


	· 

	KESATU
	· Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Penanganan Kasus Antara Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dengan Lembaga Ombusman Swasta (LOS), dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA
	· Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara adalah :

a. mendampingi aparatur Pemerintah Daerah dan Desa yang dipanggil pihak berwenang dalam kasus dengan LOS sampai dengan kasus dimaksud selesai;

b. melakukan tugas-tugas lain dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.



	KETIGA
	· Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kuasa Hukum/Pengacara bertanggung jawab kepada Bupati Bantul, dan melaksanakan tugas sampai dengan kasus dengan LOS selesai.


	KEEMPAT
	· Tim Kuasa Hukum/Pengacara sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan kemampuan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.


	KELIMA
	· Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.



	KEENAM
	· Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Bantul

pada tanggal
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;

5. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;

6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR                 TAHUN 2008

TANGGAL 

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENANGANAN KASUS ANTARA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN DESA DENGAN LEMBAGA OMBUSMAN SWASTA (LOS)

SUSUNAN DAN PERSONALIA
	NO
	NAMA
	KETERANGAN

	1. 
	SATRIAWAN GUNTUR ZASS, SH


	Unsur Profesi

	2. 
	SUSWOTO, SH


	Unsur Profesi

	3. 
	DEPRONSYAH KOBARA, SH


	Unsur Profesi

	4. 
	CHANDERA, SH. MHum


	Unsur Profesi

	5. 
	SUDIYONO, SH. MHum
	Unsur Profesi


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
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